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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan tugas dan fungsi, dan sebagai tindak lanjut
penyederhanaan birokrasi, serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 15A Keputusan Presiden Nomor 86
Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur
Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak
dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui
Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan
Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, perlu
melakukan penataan organisasi dan tata kerja
Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur

Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak
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Mengingat

dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui
Pipa;

bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan
Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar
Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi
melalui Pipa perlu dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta berdasarkan
persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
B1612/M.KT.01/2020 tanggal 2 Desember 2020 hal
Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur
Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak
dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui

Pipa;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4152);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang

Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan
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Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas
Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4253)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan
Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar
Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi
melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5308);

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan
Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan
Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 289);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAN DIREKTORAT PADA BADAN PENGATUR
PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR
MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI
MELALUI PIPA.

BAB I
SEKRETARIAT BADAN PENGATUR

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1

(1) Sekretariat Badan Pengatur adalah unsur pendukung
administrasi Badan Pengatur.

(2) Sekretariat Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) secara fungsional berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengatur dan
secara administratif bertanggung jawab kepada
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral.

(3) Sekretariat Badan Pengatur dipimpin oleh Sekretaris

Badan Pengatur.

Pasal 2
Sekretariat Badan Pengatur mempunyai tugas melaksanakan
pemberian dukungan administrasi kepada Badan Pengatur,
serta koordinasi pelaksanaan tugas dan pelayanan
administrasi di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur dan

Direktorat.

Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Sekretariat Badan Pengatur menyelenggarakan

fungsi:
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pemberian dukungan administrasi kepada Badan
Pengatur;

koordinasi dan penyusunan rencana, program dan
anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja;
pengelolaan administrasi perbendaharaan, iuran Badan
Usaha, barang milik negara, dan urusan akuntansi;
koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan
hukum, pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum,
serta urusan hubungan masyarakat;

penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan
sistem manajemen mutu, serta kepegawaian,;
pelaksanaan urusan perlengkapan, rumah tangga, dan
kearsipan; dan

pelaksanaan urusan ketatausahaan, keprotokolan serta

pengelolaan data dan informasi Badan Pengatur.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

Sekretariat Badan Pengatur terdiri atas:

a.
b.

Bagian Umum; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penataan

organisasi dan tata laksana, pengelolaan sistem manajemen

mutu, pengelolaan kepegawaian, ketatausahaan,

perlengkapan, rumah tangga, kearsipan, keprotokolan, serta

pengelolaan data dan informasi Badan Pengatur.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan,

perlengkapan, rumah tangga, dan kearsipan;



